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pemilih belum sesuai dengan jumlah pemilih tetap pada 

Pemilihan Umum atau Pemilihan terpakhir; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang 

Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada 

Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat 

Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1045); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 137); 

 

Memperhatikan:1.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 

 

 

 

2. Berita  . . .  
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 2.   Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/PL.012-

Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang 

Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan 

Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH 

PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP 

PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT 

DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. 

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk, kabupaten/kota, syarat 

minimal dukungan pemilih, dan jumlah minimal 50% (lima 

puluh persen) wilayah persebaran dukungan di setiap 

provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah 

minimal dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pemenuhan 

persyaratan bagi perseorangan calon peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. 

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 

tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota Pada Setiap 

Provinsi Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih 

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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